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A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh unaausgia, sejak
zaman dahulu hingga kini. Karena perkawinan merapakasalah yang aktual
untuk dibicarakan di dalam maupun di luar percatutaukum. Dari
perkawinan akan timbul ikatan hukum antara suatridsn dengan lahirnya
anak-anak, akan menimbulkan hubungan hukum antarsgdua dan anak-
anak mereka, demikian juga kepemilikan harta kedsaykengan perkawinan.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawit@ntujuan
mengatur pergaulan hidup yang sempurna, bahagi&kekal di dalam suatu
rumah tangga guna terciptanya rasa kasih sayangatdiag mencintai. Namun
pada kenyataannya sejarah umat manusia yang telalianr tahun
membuktikan bahwa tidak selalu itu dapat dicapahkian sebaliknya kandas
ataupun gagal sama sekali di tengah jalan, karglek tercapainya kata
sepakat atau karena olehnya salah satu pihak atgoglaku kedua belah
pihak yang bertentang dengan ajaran agama.

Substansi yang terkandung dalam syari’at perkavimemaati perintah
Allah serta sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakanickgfan rumah tangga
yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelakwawman itu sendiri,

anak keturunan, kerabat maupun masyarakat. Oleén&aitu, perkawinan

! MR Martiman ProdjohamidjojoHukum Perkawinan Indonesidlakarta: CV Karya
Gemilang, 2011, hal 1.



tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang beisatan, tetapi mempunyai
kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. @a&ibsuatu perikatan yang
kukuh (nitsagangalidzay) perkawinan dituntut untuk menghasilkan suatu
kemaslahatan yang kompleks, bukan sekadar pengatetautuhan biologis.

Di dalam suatu perkawinan harus dipenuhi syaratrdiannnya. Salah
satu rukun yang harus dipenuhi adalah adanya wi&hRhn Wali nikah
merupakan unsur yang paling penting bagi mempelanitey yang akan
bertindak untuk menikahkannya. Yang menjadi watahiialah seorang laki-
laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni mushail dan baligh. Wali
nikah tersebut terdiri dari wali nasab dan waliimakDitetapkannya wali nikah
sebagai rukun perkawinan karena untuk melindungekgngan wanita itu
sendiri, melindungi integritas moralnya serta meghkumkan terciptanya
perkawinan yang berhaSilAtas dasar pengertian semantik kata wali di atas,
dapatlah dipahami dengan mudah mengapa hukum Islanetapkan bahwa
orang yang paling berhak untuk menjadi wali bagiekgingan anaknya adalah
ayah. Alasannya karena ayah adalah orang yanggpaddikat, siap menolong
bahkan yang selama itu mengasuh dan membiayai arattiya. Jika tidak
ada ayahnya, barulah hak perwaliannya digantikeh kéluarga dekat lainnya
dari pihak ayah yaitu wali nasab. Perwalian dalakamtergolong ke dalam
(al-walayah’ alan-nafy yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan
(al-isyraf) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalksdilah

keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan, peraidiknak, kesehatan dan

2 Mustofa HasarPengantar Hukum Keluarg®andung: CV Pustaka Setia, 2011, hal 14.
® Departemen Agama RPedoman Pegawai Pencatat NikgRPN), Jakarta: Dirjen
Bimas Islam & Urusan Haji, 2003, hal 24.



aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasamayl dasarnya ada di
tangan ayah, atau kakek dan para wali yangd'lain.

Imam Syafi'i berkata;“Tidak sah akad nikah seoramgnita kecuali
dengan ucapan dari wali dekat (akrab) atau wali {@ab’ad). Umpama ia tidak
ada, maka hendaklah dengan ucapan dari pihak psmgyaitu yang biasa
disebut dengan wali hakim. Maka jika seorang wamtangsungkan akad
nikahnya, baik dengan ijin atau tanpa ijin dari iwalkah itu batal dan tak
dapat dipertahankah.

Apabila terjadi seperti itu, perwaliannya langsupigpdah ke wali
hakim, bukan kepada wali ab’ad, karena adhal adeddim, sedangkan yang
menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim. A&tapi, jika adhalnya
sampai tiga kali berarti dosa besar dan fasik,pEwaliannya pindah ke wali
ab’ad Kalau adhalnya itu karena sebab yang dibenarkdak tisebut adhal,
misalnya perempuan menikah dengan laki-laki yartakti sebadan atau
menikah dengan maharnya di bawah misil, atau paramgipinang oleh laki-
laki lain yang lebih sepadan dari pinangan yan¢ppea®

Di dalam kebanyakan masyarakat saat ini terdapatusuvealitas
pemikiran para remaja, bahwa gadis-gadis zamarrasakdidak semudah itu
mau dijodohkan oleh orang tuanya dikarenakan subd@&a mencari

pendamping hidupnya sendiri, dan mengelibatkanaderya perselisihan

* Muhammad Amin Summaiukum Keluarga Islam di Dunia Islandakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2004, hal 135-136.

® Sayid SabigFikih Sunnah(Seluk Beluk Perkawinan dalam IslgrBandung: Penerbit
Araz, Jilid I, hal 193-194.

® Mustofa HasanPengantar Hukum KeluargaBandung: CV Pustaka Setia, 2011, hal
115.



dengan orang tuanya. Kenyataan ini akan memicuasgoanak perempuan
nekat melangsungkan perkawinan tanpa adanya walingga jalan pintas
yang ditempuh adalah melangsungkan perkawinan roeagign wali hakim
meskipun walinya ada tetapi adhal.

Pada kenyataannya, tidak seluruh masyarakat me@eragetentuan
yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan agamendakl wali nikah dan
wali adhal, sebagaimana yang terjadi di Kecamatatel@g Kabupaten
Buleleng Kota Singaraja Bali. Di wilayah ini banyakelaksanakan
perkawinan tanpa dasar agama, bahkan tidak mengetfarat-syarat
perkawinan. Remaja yang ingin menikah dan tidaketdjsi oleh wali
nikahnya, maka perwaliannya akan pindah ke walirhdarena wali nasabnya
tidak ada. Realitas inilah yang dapat menjadi nedal

Di Pengadilan Agama Singaraja sendiri tidak banyaknangani
permasalahan tentang wali adhkdrena masyarakat yang beragama Islam di
Kota Singaraja sangat sedikit, mayoritas beragamalH Apabila ada yang
mengajukan permasalahan mengenai wali adhal, hakiam mengabulkan
perkaranya asalkan tidak melanggar norma-norma agkm undang-undang
perkawinan. Hakim akan menunjuk kepada kepala KUAg&aja untuk
menjadi wali hakim. Hakim beranggapan apabila tighBeri izin, maka
ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak di ingin® Karena dikalangan
masyarakat di Kota Singaraja sendiri banyak peeagaubebas yang

mengakibatkan hamil diluar nikah.

" Penulis melaksanakan Survey Pra Penelitian didtddtusan Agama Singaraja pada
tanggal 16 Maret 2013.
® Hasil Pra Riset di Pengadilan Agama Singaraja, Balila tanggal 20 Maret 2013.



Berdasarkan realitas tersebut, penulis tertarikningengungkapkan
dan menganalisis terhadap salah satu perkara djaBigin Agama Singaraja
mengenai masalah wali adhal, yaitu tentang Anakssetapan Pengadilan
Agama Singaraja Nomor. 04/Pdt.P/2009/PA.Sgr Tentdaty Adhal.

Penetapan hakim di Pengadilan Agama Singaraja dglarkara
Nomor. 04/Pdt.P/2009/PA.Sgr, bahwa menetapkan BejRencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buleleng untugnjadi wali hakim
atas permintaan pemohon (AMR) yang tidak di setojeh ibunya sendiri,
bahkan mengancam dengan sumpah kepada saudatakiathMR) yang
bernama (ABZ) bila menikahkan saudaranya, hidumkgn meralarat. (ABZ)
sekaligus yang menjadi wali nikah (AMR).

Berdasarkan realitas tersebut, penulis tertarikukummhengkaji lebih
dalam permasalahan mengenai wali adhal dalam @erkibliomor.
04/Pdt.P/2009/PA.Sgr. Bagaimana proses penyelesaarmdi Pengadilan
Agama Singaraja mengatasi permasalahan tersebar daukum dan
pertimbangan apa yang digunakan dalam memberikaretggean perkara
tersebut. Dalam skripsi yang berjudul’ANALISIS PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA SINGARAJA NOMOR. 04/Pdt.P/2009/PA. Sgr

TENTANG WALI ADHAL.

° Data dari Pengadilan Agama Singaraja, Perkara KobdéPdt.P/2009/PA.Sgr.



B. Perumusan Masalah
Permasalahan yang akan di bahas untuk penelitiala@tah:
1. Bagaimana proses penyelesaian penetapan di Pergddjama Singaraja
perkara Nomor. 04/Pdt.P/2009/PA.Sgr Tentang Wahaid
2. Apa dasar hukum dan pertimbangan yang digunakam loédim dalam

menetapkan perkara Nomor. 04/Pdt.P/2009/PA.Sgrangntvali Adhal?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami proses penyelesaian P&gadigama
Singaraja, perkara Nomor. 04/Pdt.P/2009/PA.Sgr.

2. Mengetahui dan memahami dasar hukum pertimbangag gagunakan
oleh hakim dalam menetapkan perkara Nomor. 04/R@OR/PA.Sgr.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi KUA Buleleng, Bisa menjalankan peraturan yahgerapkan oleh
pemerintah di dalam suatu perkawinan untuk mengaises tata cara di
dalam suatu perkawinan dan juga lain-lain. Agaryaekat yang hendak
menikah terlebih dahulu mendaftar di KUA. Jadi le@hannya sah dalam
agama Islam dan Negara.

2. Bagi Pengadilan Agama Singaraja, bisa membantu arasyt untuk
memberikan suatu putusan/penetapan yang bijak hadim apabila ada

yang berperkara di dalam perkawinan atau lain-lain.



3. Bagi masyarakat dapat menjadi tolak ukur mengenali Wi dalam
perkawinan. Perkawinan yang sah harus adanya \&aliddia orang saksi
yang memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinapabia tidak
memenuhi semua itu, maka perkawinannya tidak sah.

4. Bagi Fakultas Syari’ah akan dapat menjadi tambaVesana terkait dengan
permasalahan dalam bidang keperdataan Islam, kiysusyang

berhubungan dengan fenomena perkawinan wali adhal.

D. Telaah Pustaka
Telaah pustaka dilakukan untuk mendapatkan gambaeatang
hubungan pembahasan dalam skripsi-skripsi yang aparmlilakukan
sebelumnya, agar tidak terjadi pengulangkami hasil penelitian ini.

1. Skripsi Ernawati Fitri, tahun 2011 Universitas Edity Brawijayayang
berjudul “Hambatan Pelaksanaan Perkawinan dengdnHakim sebagai
Wali Nikah karena Wali Mujbir Enggan menjadi walaldm Perkara
Nomor. 0146/Pdt.P/2009/PA.TA j0.2105/Pdt.G/2009/P* (Study Kasus
Pengadilan Agama Tulungagung)”. Adapun permasalafarg dibahas
dalam skripsi ini yaitu mengenai hambatan pelaksamerkawinan dengan
wali hakim sebagai wali nikah karena wali mujbiggan menjadi wali dan
upaya mengatasi hambatan pelaksanaan perkawinayardemali hakim
sebagai wali nikah karena wali mujbir enggan menjeaali. Permasalahan
yang ada, bahwa adanya gugatan pencegahan perkawliswa wali

nikahnya.



2. Skripsi Siti Rofi'ah, tahun 2010 Universitas StanBrogo yang berjudul
“Wali Hakim dalam Perkawinan (Study Wali Adhal derigjadilan Agama
Ponorogo)”. Permasalahan dalam skripsi ini adalanjetaskan faktor-
faktor penyebab wali enggan menjadi wali nikah aalperkawinan di
Kabupaten Ponorogo dan bagaimana bentuk perlindumg&um yang
diberikan oleh hakim pengadilan agama ponorogoati&p calon suami
istri. Bahwa berbagai faktor yang menyebabkan watigan menjadi wali
nikah dalam perkawinan. Faktor-faktor tersebutKitd@rdasarkan hukum
maka hakim Pengadilan Agama Ponorogo menggunaksar #aterangan
dari pihak-pihak yang berperkara, para saksi dat-adht bukti yang
menguatkan pemohon, hukum politik, hukum Islamtaseilai hukum yang
berlangsung di dalam masyarakat, juga mempertinkzangpahwa kedua
calon mempelai telah sama-sama dewasa dan memegahat untuk
melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Isteempun peraturan
perundang-undangan yang berlaku, maka hakim Pdagadhgama
Ponorogo menunjuk sultan atau hakim untuk mengaamnk

3. Skripsi Hendrix Yonas BP Fakultas Hukum Universitasdalas Padang
tahun 2011, yang berjudul “Pertimbangan Hakim Maplk&n WaliAdhal
dalam Perkawinan bagi para pihak di Pengadilan Aglaas 1A Padang”.
Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam nagietn wali adhal
yaitu dari segi agama/keyakinan, yang hanya dipelhnzan menikah hanya
yang sama keyakinannya dengan pemohon (Islam),u katandainya

pemohon mempunyai calon yang non muslim, maka penkanya



berpedoman pada perkawinan campuran (beda agama)udfan yang
menjadi pertimbangan hakim lainnya yaitu dari ssufunya, maksudnya
strata sosial antara pemohon dengan calon suargituBgiga dari segi
penghasilan yang di dapat atau diperoleh calon isusntuk memenuhi
kebutuhan.

Dari beberapa telaah pustaka di atas, jelas balewelipan-penelitian
yang sebelumnya memang menjadi permasalahan mengalanikah yang
enggan/menolak untuk menikahkan anak perempuabeyarti walinya adhal.
Penelitian yang akan dilaksanakan ini lebih terfokada proses penyelesaian
sengketa perkawinan wali adhal di Pengadilan Ag@mgaraja kususnya pada
perkara Nomor.04/Pdt.P/2009/PA.Sgr. Untuk itu, fienumencoba untuk
mengkaji permasalahan ini lebih dalam menjadi delkaaya ilmiah berbentuk

skripsi.

E. Metode Penelitian

Di dalam suatu penelitian diperlukan sebuah metbtode penelitian
itu sendiri merupakan suatu rangkaian kegiatan yaegyangkut cara kerja
untuk memahami objek yang menjadi sasaran perAtlapun metode yang

penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebag#ute

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah pemelihukum

normatif, bahwa penelitian hukum normatif sama dengenelitian hukum
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kepustakaan yang menitik beratkan perhatiannya gatisekunder. Objek
penelitian hukum normatif bersifat kualitatf¥.
2. Sumber Data
Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelinaradalah
subyek dimana sumber dapat diperdfefAda dua macam sumber yang
dipergunakan yakni sumber primer dan sumber sekunde
a. Sumber data primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsungstianbernya
dan objek yang akan ditelif. Jadi data primer diproleh berdasarkan
penelitian dilapangan melalui prosedur dan teheikgambilan data yang
berupa interview dan sebagainya. Dalam penelitiain data primer
diproleh secara langsung dari KUA dan PA Singay@ag merupakan
hasil penelitian di Pengadilan Agama Singaraja ga@ perkara Nomor.
04/Pdt.p/2009/PA.Sgr Tentang Wali Adhal.
b. Sumber data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dektaokumen
resmi, buku-buku, yang berhubungan dengan objekeli@n, hasil
penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan pesat perundang-
undangart® Menurut pendapat yang lain, data sekunder adait yhng

sudah tersedia sehingga penelitian tinggal merdami mengumpulkan

1% Nico Ngani, Metodologi Penelitian dan Penulisarkttu, Yogyakarta: PT Buku Seru,
2012, hal 71.

» Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktdakarta: PT
Rineka Cipta, cet. ke-12, hal 120.

12 Sumadi Suryabrata, Metode Penlitian, Jakarta: Bja Brafindo Persada, Cet, 9, 1995,
hal 84-85.

13 7ainudin Ali, Metode Penelitian Hukundakarta: Sinar Grafika, 2009, hal 175.
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untuk digunakan sebagai pendukung data prith®ada umumnya, data
sekunder ini sebagai penunjang data primer. Dalahinh seluruh karya
yang terkait dengan putusan hakim di Pengadilan mgaSingaraja

menjadi data sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data
a. Metode Interview
Interview adalah suatu metode pengumpulan data g#agukan
dengan menggunakan percakapan dengan sumber isf@eatara langsung
(tatap muka) untuk memperoleh keterangan yangaeleengan penelitian
ini.’® Yang diwawancarai penghulu KUA sekaligus yang ménjwali
hakim di Kecamatan Buleleng dan Hakim yang menangarkara ini di
dalam persidangan.
b. Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah pengumpulan data tert{yleng
berbentuk tulisan). Sumber data tertulis dapatdiiken menjadi: dokumen
resmi, arsip atau dokumen pribd@liDokumen yang penulis dapatkan ini,
Penetapan Pengadilan Agama Singaraja perkara Nomor.

04/Pdt.P/2009/PA.Sgr Tentang Wali Adhal dan bexttara persidangan.

“Ibid hal 85.
!5 Koentjaraningratietode Penelitian Masyarakatakarta: Gramedia, 1981, him 162.
' SudartoMetodologi Penelitian Filsafatlakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal 71.
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4. Metode Analisis Data
Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun ndemganalisis
data-data yang terkumpul maka penulis memakai reebeskriptif Analitik’’
Kerja dari metode Deskriptif Analitik adalah dengesra menganalisis data
yang diteliti dengan memaparkan data-data tersédemudian diperoleh

kesimpulan'®

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman datgsi $ki
maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:
BAB | PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang: latar belakang masalah,usan permasalahan,
tujuan penelitian dan manfaat penelitian, telaastgka, metode penelitian dan
sistematika penulisan.
BAB || KERANGKA TEORI

Bab ini membahas mengenai gambaran tentang tinjanam tentang
perkawinan, yakni: pengertian perkawinan, syaratay wali nikah, wali
nikah, macam-macam wali nikah, wali mujbir dan vealhal.
BAB Il PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SINGARAJA NOMOR.

04/Pdt.P 2009/PA.Sgr TENTANG WALI ADHAL

" Deskriptif berarti menggambarkan secara tepait-sifat suatu individu, keadaan,
gejala atau  kelompok tertentu, dan untuk menemt frekuensi penyebaran suatu gejala dengan
gejala lain Analisis adalah jalan yang dipakaiuknmendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah
dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yaaligy dengan jalan memilah-milah antara
pengertian yang satu dengan pengertian yang ldauksekedar memperoleh kejelasan mengenai
halnya. Sudartdyletode Penelitian Filsafatlakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hal 47-59.

'8 Suharsimi Arikuntopp. cit.,hal 51.
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Dalam bab ini meliputi penjabaran tentang sekilasgdafi tentang
berdirinya Pengadilan Agama Singaraja dan penetdargadilan Agama
Singaraja nomor. 04/Pdt.P/2009/PA.Sgr tentang adial.

BAB IV ANALISIS DASAR HUKUM PENETAPAN PENGADILAN
AGAMA SINGARAJA NOMOR. 04/Pdt.P/2009/PA.Sgr TENTANG
WALI ADHAL

Berisi tentang analisis hukum Islam dalam prosesygesaian
penetapan Pengadilan Agama Singaraja perkara N@#ubtdt.P/2009/PA.Sgr
Tentang Wali Adhal, dasar hukum dan pertimbangamgydigunakan hakim
dalam menetapkan perkara Nomor. 04/Pdt.P/2009/RABmtang Wali
Adhal.

BAB V PENUTUP
Bab ini merupakan bab akhir yang meliputi kesimpuldari

pembahasan bab-bab sebelumnya, saran—saran, &hami diangan penutup.



